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TENTANG
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PERIODE 2019 - 2022

BUPATI KARQ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan i bidang
perlindungan anak vang lebih terarah, Forum Anak
meripakan pilar utama dan wadah bagi anak untuk dapat
menvampaikan — aspirasi seria berpartisipasi  secara
makaimal dalam kehidupan keluarga. masyarakat, bangsa
dan Negarag

L. bahwa Bberdasarkan Keputusan  Bupati Kara  Nomor

IG3/231/DPPPA/ 2016 teotang Pembenrukan Forum Anak

Daerah Kabupaten Karo Tahun Periode 2017-2019, welah

dibentuk Forum Anak Simalem sebagat Forum Anak

Daerah  Kabupaten Kare  dengan masa periodesasi

kepengurusannya  telah berukhir, sehingea  perla

direrapkan kepengurusan bar:

bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan buruf b perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Karo

Perode 2019-2022;

£

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 19530 tentang
Pembentukan Daecrah  Olonem  Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Utars
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1936 Nomaor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahrersan Anak {Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 1979 MNomor 32, Tambaban Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 3143];

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hok Azasi
Manusia [Lembaran Kegora Republik Indonesia Tahun
10eH3 Womor 165, Tambaban Lembaran Negara Fepublik
[ndonesia Nomor 3886;

4, Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak { Lembaran Negars Hepublik [Indonesia
Tahun 2002 Nomor 10%, Tambahan Lembacan Negars
Republik Indenesia Nomar 4235] sebagaimana telah diubah
beherapa kalt terakliir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2010 lentang
Perubahban Kedua atas Undane-Undaneg Momor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Fepublik indonesia Tahun 2016 Nomor
237. Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonecsia
Nomar 5946];

&, Undang-Undang. ..
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5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Nepara Kepublik Indonesia
Tahurt 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran [Begara
Republik Indonesia Nomor 4301

f. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Imdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diuhah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang
Momar O Tehun 2015 tentang Perubahan Kedus aras
Undanpg-Undang Momor 23 Tahun 2014 tenlang
Femerintahan  Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomar 58, Tambahan embaran
Mepara HEepublik Indonesia Nomor 2679);

7. Peraturan Menteri Negata Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Kehijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, {Bera
Negara Republik Indonesta Tahun 2011 Nomor 59);

8. Peraturan Menterd Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anwsk Nomar 04 Tahun 2011 tentang
Fetunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak delam
Pembangunan (Berita Negara Hepullik mdonesia Tahun
2011 Nownor G0);

9. Peraturan Mentesi Negarn Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Analk Momaor 11 Tahun 2011 rentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layvak Anak
{Berita Wepara Bopublik [ndooesia Tabun 2012 Nomer 17L[;

100, Peraturan Aenteri Mepara Pemberdayzan Perempuan dan
Perlindungan  Analk Nomor 12 Tahun 2011  1entang
Indikator Kebupaten/Keoma Lavak Anak (Bemta Negaro
Eepublik Indonesia Tabun 2012 Nomor 169

11, Peraturan Menteri Negaru Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 tabun 2011 rentang Panduan
Pengembanpan  Kabupaten, Hota Levak Anak (Berta
Megara Repuhlik Indoneaia Tahun 20012 Nomor 170);

12, Peraruran Menteri Negara Pemberdavzen Perempusn dan
Ferlindunpan Anak Nomor 14 tabiun 2007 tentang Panduan
Evalussi Rabupaten, Koy Loyak Anak (Berita Megars
Eepublik Indenesia Tabun 2082 Nomer E71];

13, Peraturan Daerah Rabupaten Karn Namor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Dacrah Rabupaten Karo
[Lembaran Daereh Kabupaten karo Tabun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Karo Nomor O3],

14, Peraturan  Bupali Nomor 35 Tahuno 2016 fentang
FEedudukun, Susunan Organisasi, Tugas den Funesi serta
Tata Kerga Perangkat Daerab (Beritw Daerah Kabupaten
Eorm Tahun 2016 Nomor 35] sehagaimana telah diubahb
dengan MPeraturan Bupati kare Notoor 04 Tahun 2007
lentang Perubahan atas Pevaluran Bupati Karo Nomor 35
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugns dan Fungsi serta Tata Kega Perangkat Daerah
{Benta Doerah Kabupaten Karo Tahun 2007 Nomor 04);

15. Peraturan Bupati Karo Nomaor 39 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tupgas Dinas Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Kero Tahun
2016 Nomor 39;

MEMUTUSKAN ;
Menetaphon
KESATU ¢ Membentuk Forum Anak Kabupaten Eoro Periode 2019-2022
dengan susunan Kepengurusnon sebagnimona tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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. Mentert

- A

Forum Anak sebagaimona dimaksud dalam Diklum Kesatu

brrmama Forum Anale Simalem.

Forum  Anak schagmimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

bertigas

a, menyalurkan aspirasi analk;

b. mengindentifikasi ondisi sesial budaya dan isu vang terkait
dengan bak anak;

0. merencanakan, mempersiapkan  dan  mengkoardinasikan
semua kegiatan vang dilaksanakan oleh seksi-scksi dalam
Foruos Anak Kabupeten Sanos dan

g. melaparkan  hasil  pelaksaraan  program Forum Anak
Eabupaten Karo kepada Gupati melalui Selretaris Dacrah
kabuparen laro,

Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Dikium Kesato

berfungsi:

g sebagai wahana unluk mempelajan serta mengembangkan
ilmu pengelabuan dan telmologi;

b, sebagai wabana komonikaai dan interaksi anak Kahupaten
Tana,

0. achagai wahana meonciptakean kederkader peruhahan serta
motivacar bagi anak;

d. schagai wahana berpilor kritis dan peka rerhadap fenomens
sosipl vane lepadi di masvarakat;

g, sebagni wahana meningkarkan rasa  Nasionalisme  dan

Kecintaan rerhadap Hegara kesstuan Bepullile Indonesia

(HKRI, Undang-Undang Dasar Negarn Republik Indonesia

Tahun 1945 dan Pancas:la:

sebagm wahana  umtuk mendorang anak turut pocull

terhidlap  kebersiban,  keindahan  dan  kelestanan

linpkungan;

g. mensosialisasikan bak don kewwjiban anak di Tingkungan
borman sebevany;

b menviirakan pandangan aspirasi anak; dan

i, omelibaikan il dalam pengambilan keputusan  dalam
pemenuban hak anak.

Dalam  mergulockan tugas sebagaimana  dimakaud  dalam

Mikium Ketips Forum Anak dapat berhubongan dengan pihak

ketiza.

Segala biava  wang  ditimbuallkan akibar  ditetapkannva

Keputusan Bupati ini dibebanken pada Anggaran Pendapatan

dan  Belaga Doerady Kobupoeten Koo Tahun Aogpgaran

berkenaan aerts sumber lain vang ridak mengikat;

Keputusan Bupat iol mulal berlakoe pada tanggal dicctapkan.,

.,

kan di Kabamgahe

UPATI KARO,
o |

;G i
=
i

't' KELIN BRAHMANA

Fem]rrda._vuan Perempuan dan Perlindunpan Anak

Repubiik Indonesia di Jakarta;

Lo

Jubernur Sumatera Ulara di Medan, _
Hepala Cinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provingt Surnatera Utare i Medae:
4, Kepala Radan Porencanaan Pembanpunan Dacrah
Rohupaten Kara di Kabangahbe;

S H

Inspekinr Kabuopaten Kero di Kebanjahe.
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LAMPIRAR

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR 240 ;;.,f L2 c}r-x,r*ﬂuﬂ FAG
TANGOAL pof — ni—" 2ol

TEMTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN KARO PERIQODE 2010-20022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
RABUPATEN KARD PERICDE 2019-2022

Pelindung dan Penaselial : Bupali Kare
Pembing ¢ Waldl Bupati Karn
Penanggung Jawab 1. Bekrelsris Daerah Kabuparen Karo

2. Kepala Dinas Pemberdoyaan Perempuan darn

Perlindungan Anak Kabupalen Kam
Drevwan Konsulialil = 1. Staf Ahli Bupali Karo Bidang lukum dan

Perundung-uncdangan

2, Mandim D205 TE

3. Kapolres Tanah Haro

4. Kepala Kejaksaan Megeri Karo

5. Asisten  Pemerindobarn  dan Xesra  Sekda
Kabupaten Karo

(3. Kepala Bappeda Kabupaicn Karo

7. Kepala BPERAD Habupaten Kara

. Inapekiur Kahupateon Karo

G, Repala Dinas Wesehacan Kalaparen Karma

10, Kepala Dinas Peodidiken kabupaten Karo

I]. Kepela Dinas Sosial Kabupaten Kare

12, Kepala Tinas Pariwizata dan Kelwodosaan
Kabupaten mam

13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahrags
Kebupaten Karo

Fasilitatar 2 1. Amaalea Sinuhaji
2. Bernand Tatuan Purba
3. Lecnerdo Ginting
4. Yohana Franaiska Br Baruys
5. Lea Eninta Ginling
G, Solrie Supepa Scmbiring
Ketua Umum : Louis Chrireo Ginting Manil
Wakil Ketua : Gabriel Findonta Surbaka
Zckretarnis : Dedls Geshi Br Giating
Wakil Sckreotaris ' Orace Salanika Br Barus
Bendabara ; Cindy T Batu Oktaving Br Silalahi
Sekai-Sekai !
1. Zeksi Perlindungan anak
Hetua : Marko Hasudungan Sitohang
Anggata 1L Endelia Threna Br Bukit

2. Silvinni Br Sembiring

3. Chelsie Cristiani Br Barus
4. Edward Samania Siepu
5. Bella Syahputn

. Abram Pratama Kecaren

2. Selsi Sasinl.
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ATEDLA

: Dhea Anjeline Br Sinurava
: 1. Yovita M.P Br Barus

. Egianinia Br Tangan

- Siephania Br Gansing

,Nadia Brenting San Gr Ginfing
. Riska Bilvz Anta

. Lastoowt Mara Sigiro

. Refika Angeling Br Jawak

RN

=l o ke

. Sela Minat dan Gakal
; Abkicl Bremana Sembiring
« 1, Fandvaka Perangin-angin

2. Jude Jbre Nabanta Brabhmeana
3. Ema Githa Dianti O

4, Tira Novia Br Sinukaban

5, Hahel Sehastian Sitepu

&, Devanm Frisilia Br Sembiring

Sekst Kanacling

S F :
AngEola :

Sarah Josina Lamaret Maingeolan
1. Yesi Alsika

2. Evi Putriars

3. Silvia Eahroayaiti

4. Winanda Br Dangun

5. Maria Foepayosa Dr Silepu

. Dina Lorensa Br Ginting
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